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MOTTO

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umar yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruy
dan mencegah dari yang munghar; merckalah orang-orang yang beruntung”.
(Terjemahan Q. S. Ali ‘Imran : 104)

" Departemen Agama, 11 Qur 'an Dan Terjemahnyva, Surya Cipta Aksara, Surabaya, 1993 h oz
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Surat Pengantar Penelitan dan Konsultasi ke Balai
Pemasyarakatan Kedin

Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian dan
Konsultasi dari Balai Pemasyarakatan Kedin

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan  Dan  Pembimbingan Warga  Binaan

Pemasyarakatan

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor .

M. 01-PK. 04. 10 Tahunl998 Tentang Tugas. Kewajiban.
Dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13
juni 1977 Nomor : DPP. 2. 1/1/3 Tentang Tugas-Tugas Balai

Bispa

Surat Edaran Dircktorat Jenderal Kemayarakatan tanggal 9
Maret 1998 Nomor : E. PK. 04, 10-23 Tentang Keputusan
Menten Kehakiman RI No. M. 01-PK. 04. 10 tahun 1998._ dan
Usulan Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan.

. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Klien.
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RINGKASAN

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pelaku pidana anak
tersebut pemerintah mendirikan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) guna
memperiancar tugas Penyidik. Penuntut Umum, dan Hakim Disini BAPAS
mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya perlindungan terhadap pelaku
pidana anak.oleh karena itu disini penulis melakukan penelitian di Kantor BAPAS
Kediri yang mempunyai wilayah kewenangan meliputi wilayah Eks Karesidenan
Kediri, yaitu Kediri, Blitar, Tulungagung Trenggalek, Nganjuk. Tugas
Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan bimbingan terhadap klien
pemasyarakatan Dengan wilayah kewenangan yang begitu luas maka pasti timbul
pertanyaan bagaimana BAPAS menjalankan fungsinya sebagai pembimbing
kemasyarakatan Dari hal tersebut kemudian penulis memilih judul tentang
“Peranan  Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan
Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan Anak” Berdasarkan uraian latar _
belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimana tugas
Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam menyelenggarakan bimbingan
terhadap klien pemasyarakatan anak-anak dan apa saja kendala yang dihadapi
Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS dalam memberikan bimbingan terhadap
klien pemasyarakatan anak-anak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah
Untuk mengetahui sejauh mana bimbingan yang dilakukan Pembimbing
Kemasyarakatan dalam upaya pembimbingan dan pengentasan klien
pemasyarakatan. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Pembimbing
Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dan
sejauh mana pengaruhnya terhadap proses bimbingan tersebut

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis empiris. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan
berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian  dilapangan kemudian

dibandingkan dengan apa yang ada dalam teori.

Xiil
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Kesimpulan dari skripsi ini adalah saat ini pembimbingan yang
dilakukan oleh BAPAS Kediri bisa dikatakan cukup baik meskipun ada beberapa
aturan didalam Undang-undang yang belum bisa dijalankan dengan sepenuhnya
karena kurangnya sarana dan prasarana vang dimiliki BAPAS Kedin serfa
kendala-kendala yang ada dilapangan yang berupa luas wilayah dan jarak amar ‘
kota vang cukup jauh. Wilayah kewenangan yang luas ditambah dengan tingkat ‘
pelanggaran dan kejahatan anak yang tinggi menuntut kerja yang ekstra dalam
melakukan bimbingan terhadap klien. Kendala yang dihadapi dari wilayah yang
luas dengan personil yang terbatas, hingga kurangnya dana operasional dan
infrastruktur untuk melakukan bimbingan di Balai Pemasyarakatan Kedin
menyebabkan pembimbingan yang dilakukan masih belum efektif Diharapkan
Balai Pemasyarakatan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan tentang bimbingan
vang tercantum dalam Undang-undang tentunya dengan didukung oleh anggaran
dan prasarana vang memadai. Karena itu diperlukan perhatian dari pemerintah

derah sehingea diharapkan disetiap Kabupaten dan Kotamadya terdapat BAPAS

X1V
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BAB 1. PENDAHULUAN I

Sejarah perkembangan pidana anak di Indonesia kurang lebih sejak

1.1 Latar Belakang

ahun 1954 terutama di Jakarta, sudah terbentuk Hakim yang yang khusus
mengadili anak-anak dengan dibantu pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada
umumnya masin disatukan dengan orang-orang dewasa Tahun 1957 perhatian
pemerintah terhadap kenakalan anak semakin membaik, terbukti dengan
dikirimkannya ahli dari berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari
hal-hal yang menyangkut juvenile deliquency, terutama sejak penyelidikannya
sampai cara penyelesaiannya dimuka pengadilan Adapun departemen yang
dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan Kehakiman Sekembalinya dari luar
negeri, maka dibentuklah agreemem secara lisan antara ketiga instansi diatas
untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak
pidana

Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat
hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah
telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam
pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak Dalam
undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum
acaranya dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada
sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh
KUHP. yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama '2 dari hukuman
maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan
hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam undang-undang tersebut
ditentukan berdasarkan pembedaan umur yang terdapat dalam pasal 22 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 | yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

tahun hanya dikenakan tindakan. sedangkan bagi anak yang telah berusia diatas
12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi pidana.

Berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap pelaku pidana anak
tersebut pemerintah juga mendirikan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) guna
memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum. dan Hakim Disini BAPAS
mempunyal peran yang sangat besar dalam upaya perlindungan terhadap pelaku
pidana anak oleh karena itu disini penulis melakukan penelitian di Kantor BAPAS
Kediri yang mempunyai wilayah kewenangan meliputi wilayah Eks Karesidenan
Kediri, vaitu Blitar, Tulungagung, Trengaalek, Nganjuk. Dengan wilayah yang
begitu luas dan hanya didukung oleh satu BAPAS yang ada di Kediri maka
penulis tertarik melakukan penelitian tentang hal tersebut. Hal tersebut pulalah
yang mendorong penulis untuk  memilih  judul Peranan Pembimbing
Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan
Anak dalam skripsinya Dari penclitian di BAPAS Kediri didapat beberapa hal
yang berkaitan tugas dan wewenang BAPAS. Tugas BAPAS sebagai Pembimbing
Kemasyarakatan adalah membuat laporan kemasyarakatan yang berisi hasil
penclitian tentang lingkungan sosial pelaku pidana anak, latar belakang hingga
uraian kasus itu sendiri. Laporan penelitian tersebut akan digunakan sebagal
bahan pertimbangan Penyidik. Penuntut Umum, dan Hakim dalam menyelesaikan
perkara lersebut.

Dalam penjatuhan putusan dan tindakan terhadap pelaku tindak pidana
anak Hakim wajib mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan guna
memperoleh gambaran yang tepat bagi Hakim untuk memberi putusan seadil-
adilnya bagi pelaku tindak pidana anak untuk mewujutkan peradilan anak yang
memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak.

Selain membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS juga
melakukan bimbingan terhadap terdakwa tindak pidana anak yang dikenai putusan
berupa tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua , wali atau orang tua
asuh atau Terpidana Bersyarat dibawah pengawasan Kejaksaan. Narapidana. Anak
Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti

menjelang bebas, Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan
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pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara ‘
yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat
Jenderal Pemasvarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang
tua asuh atau badan sosial, Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan
bimbingannva dikembalikan kepada orang tua atau walinya, Anak yang
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan. dan Anak yang
berdasarkan putusan pengadilan wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti
pidana denda.

Pelaku tindak pidana yang kemudian disebut klien pemasyarakatan
wajib mengikuti bimbingan dan kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing

kemasyarakatan sesuai dengan vonis yang diterima. Pembimbingan klien

pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian

dan kegiatan pembinaan kemandirian

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak
agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat Sedangkan
pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar
dapat kembali berperan sebagai klien pemasyarakatan anggota masyarakal yang
bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan
pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan sebagaimana ditentukan
dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
yang meliputi

a Pasal 7 avat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan oleh BAPAS,

b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan
Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana,
Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta pembimbingan Klien,

c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2)
yang mengatur ketentuan mengenai syaral-syarat dan tata cara pemindahan
bagi Narapidana. Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil, yang

pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan
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tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Hal-hal yang diatur dalam
Peraturan Pemenintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku
disemua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-
kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur
mengenal  tahap pembinaan  dan  pembimbingan Warza  Binaan
Pemasyarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan,
dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan. Sehingga diharapkan setelah menjalani bimbingan dihara;
kan khen kemasyarakatan dapat kembali dan diterima masvarakat dengan
baik.

Sejalan dengan hal tersebut diatas peran dan tugas BAPAS sangat
penting dalam upaya perlindungan pelaku tindak pidana anak Tetapi dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS
mempunyai kendala-kendala berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa
kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS sehingga dapat
menghambat kinerja dan efektifitas dalam upaya melakukan bimbingan terhadap
klien kemasyarakatan Kendala-kendala tersebut meliputi kurang personil
pembimbing kemasyarakatan dibandingkan dengan wilavah kewenangan BAPAS
vang meliputi daerah sekaresidenan yang terdiri dan empat kota Kendala lain
adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis. Misalnya, pembimbing sering
terpaksa mengeluarkan vang dari kantong pribadi saat mencari alamat klien yang
akan dibimbing. Dari beberapa kendala di atas maka timbul pertanyaan sejauh
mana efektifitas dari bimbingan BAPAS terhadap klien pemasvarakatan. Demi

terciptanya upaya perlindungan anak dan masa depan anak sebagai generasi

penerus bangsa.
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Berdasarkan dengan permasalahan yuridis di atas maka penulis tertarik
menyusun skripsi dengan  judul PERANAN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN
KEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN ANARK
{Studi Di BAPAS Kediri Jawa Timur)

1.2 Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini penulis membatasi hanya pada bimbingan terhadap
klien pemasvarakatan anak Dibatasi hanya pada pembimbingan klien anak vang
menjalani pelepasan bersyarat dan pidana bersyarat karena penulis tidak ingin
skripsi ini pembahasannya meluas. Hal lain vang menjadi alasan dibatasi karena
alasan tenaga, biaya, waktu yang terbatas serta kesulitan yang dihadapi apabila
harus melakukan penelitian terhadap keseluruhan tugas dari BAPAS tersebut. Di
Jawa Timur terdapat enam karesidenan yang berarti terdapat enam BAPAS. Salah
satu dari enam karesidenan tersebut adalah Karesidenan Kediri yang terdiri dari
Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk Penulis melakukan penelitian di
Kediri karena faktor tingginya tingkat kenakalan anak di Eks Karesidenan Kediri,
Data yang disajikan dalam skripsi ini dibatasi hanya pada bulan Januari 2007

sesuai dengan waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Januari 2007

1.3 Perumusan Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas. maka permasalahan yang akan
dibahas adalah:
|. Bagaimana tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelenggarakan
bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam

memberikan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan anak?
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1.4 Tujuan Penulisan
1. Untuk memahami dan mendeskripsikan tugas bimbingan yang dilakukan
BAPAS terhadap klien pemasyarakatan anak.
2 Uniuk memahami dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi BAPAS
dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dan
pengaruhnya terhadap proses bimbingan tersebut

1.5 Metode Penulisan

Suatu karya ilmiah mutlak memerlukan suatu metode penelitian yang
digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji
kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar, sehingga dapat dipertanggung
jawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati
kesempurnaan dengan kebenaran yang optimal. Adapun metode vang digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan yang bersifat deskriptil’ kualitatif, yaitu suatu pendekatan berdasarkan
data yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian dibandingkan dengan
apa yang ada dalam teorn.

1.5.2 Sumber Data

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka sumber bahannya
meliputi:
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu sumber data vang diperoleh secara langsung
dari obyek penelitian (Widyaprakosa, 1998:18) Berkaitan dengan hal tersebut
maka dalam penelitian skripsi ini penulis memperoleh sumber data primer melalui
konsultasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan
dalam penelitian ini. Pihak-pihak yang dimaksud disinm adalah delapan orang klien

anak dan dua Orang Pembimbing Kemasyarakatan
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b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder vaitu data yang diperoleh secara tidak langsung
baik berupa dokumen maupun informasi lain (Widyaprakosa, 1998:18)

1.,5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data vang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah
a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan
hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana
dan buku-buku literatur yang berhubungandengan skripsi ini (Soemitro, 1990:98).
b. Wawancara Dan Konsultasi

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan wawancara secara
langsung dengan Bapak M. Usman Iriyanto dan Ibu Yulis selaku petugas
Pembimbing Kemasyarakatan dan beberapa klien pemasyarakatan yang sudah

berhasil saya temui.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis vang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ni adalah
deskriptif kualitatif vyaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat
mengenai  permasalahan vang tidak didasarkan atas bilangan statistik tetapi
didasarkan pada analisis vang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah
hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas (Soemitro, 1998:138)

Mengenai data-data vang diperoleh di lapangan maupun dari literatur
tersebut, penulis skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas atas pokok
permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif
yaitu penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat
umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus (Soemintro, 1990:98).
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2.1 Fakta

BAPAS adalah lembaga yang berada dibawah naungan Departeman
Hukum Dan HAM yang mempunyai tugas membuat laporan penelitian
kemasyarakatan yang digunakan memperlancar tugas penyidik, penuntut umum
dan hakim dalam perkara anak nakal baik didalam maupun diluar sidang anak.
Laporan penelitian kemasyarakatan yang berisi tentang latar belakang,
pendidikan, keadaan keluarga, lingkungan anak vang mendasari faktor-faktor
yang membuat anak melakukan tindak pidana. Yang nantinya laporan penelitian
itu dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Tugas lain dari BAPAS adalah melakukan bimbingan terhadap terpidana
anak yang kemudian disebut klien kemasyarakatan Bimbingan tersebut diberikan
kepada terdakwa tindak pidana anak yang dikenai putusan berupa tindakan
dengan mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh atau Terpidana
Bersyarat dibawah pengawasan Kejaksaan, Narapidana, Anak Pidana, dan Anak
Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak
Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada
orang tua asuh atau badan sosial, Anak Negara yang berdasarkan Keputusan
Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang
ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. Anak
yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada
orang tua atau walinya, Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi
pidana pengawasan, dan Anak vang berdasarkan putusan pengadilan. wajib
menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda

Wilayah kewenangan BAPAS meliputi wilayah sekarisidenan yang
terdin dari empat kota baik kabupaten dan kotamadya Jawa Timur terdiri dari
enam karesidenan berati di Jawa Timur terdapat enam BAPAS salah satunva
terdapat di Eks Karesidenan Kediri. Dengan wilayah yang meliputi: Kediri, Blitar.
Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk tugas BAPAS terasa sangat berat terutama
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dalam melakukan bimbingan kemasyarakatan Selain karena wilayah kewenangan
vang sangat luas ditemukan fenomena bahwa kenakalan anak di wilayah Eks
Karesidenan Kediri sangat tinggi, ini dapat dilihat dari data yang diperoleh
BAPAS bahwa untuk bulan Januari tahun 2007 terdapat 26 klien anak-anak.
Tindak pidana yang dilakukan didominasi oleh pencurian sedangkan umur klien
anak tersebut didominasi oleh anak berumur 16 sampai I8 tahun Dengan
tingginya tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak di wilayah
Eks Karesidenan Kediri maka menuntut kerja keras BAPAS dalam upaya
melakukan bimbingan dan upaya pengentasan terhadap para pelaku tindak pidana

tersebut.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum vyang digunakan dalam mengkaji dan membahas
permasalahan dalam skripsi ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
a. Pasal | angka (3)

Anak didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah anak didik
Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan
dan Klien Pemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam UL’ No. 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b. Pasal 1 angka (11)

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada balai
pemasvarakatan yang melakukan  bimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan.

¢, Pasal 26 ayat (3)

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
pidana vang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,
maka terhadap Anak Nakal tersebut hanva dapat dijatuhkan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf'b.

d. Pasal 26 avat (4)

Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 2
huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
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pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana |

penjara seumur hdup. maka terhadap Anak Nakal tersebut dilatunka |

salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
e. Pasal 30 ayat (2)

Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 |
angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan
Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
f. Pasal 33

Petugas Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman;
b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial, dan
¢. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
g. Pasal 34
(1) Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 huruf a bertugas -

a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan
Hakim dalam perkara Anak Nakal, baik didalam maupun diluar
Sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian
kemasyarakatan

b. Membimbing, membantu, dan mengawasi Anak Nakal yang
berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus
mengikuti latihan Kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan
bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan

h. Pasal 62

(1) Anak Pidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 (dua pertiga)
dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang - kurangnya 9 (sembilan)
bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

(2) Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dibawah
pengawasan Jaksa dan Pembimbing Kemasvarakatan yang
dilaksanakan oleh Balai Kemasvarakatan.

(3) Pembahasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa pidana yang
harus dijalankannya.
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(4) Dalam pembahasan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).
(5) Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
a, Pasal 1 angka (1)

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemindahan dalam
tata peradilan pidana.

b. Pasal 1 angka (4)

Balai Pemasyarakatan vang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata
untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
c. Pasal 1 angka (9)
Klien Pemasyarakatan vang selanjutnya disebut Klien adalah seorang
yang berada dalam bimbingan BAPAS.
d. Pasal 4
(1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota Kabupaten atau
Kotamadva
(2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat Kecamatan atau kota
administrasi dapat didirikan Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.
e, Pasal 6 ayat (3)
(1) Pembimbingan oleh BAPAS di lakukan terhadap ,

a. Terpidana bersyarat,

b. Narapidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan
bersyarat alau cuti menjelang bebas;

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan,
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial:

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,
brmbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial: dan

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya
dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

f. Pasal 39

(1) Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang
diadakan oleh BAPAS.
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(2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) wajib didafiar,
g. Pasal 42 ayat (1)

(1) Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari

a  Terpidana bersyarat,

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas,

¢ Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya
diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial,

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di
lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk,
bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial,
dan

e. Anak vang berdasarkan penctapan pengadilan bimbingannya
dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

h. Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh
atau badan sosial dan Anak vang diserahkan kepada orang tua walinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka
BAPAS melaksanakan .

a  Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang

tua wali agar kewajiban sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi,
b. Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil
yang diasuh.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a. Pasal 31

(1) Kepala BAPAS wajib melaksanakan pembimbingan Khen.

(2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan perencanaan,
pelaksanaan, dan  pengendalian atas kegiatan  program
pembimbingan.

(3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diarahkan pada kemampuan Klien untuk berintegrasi secara sehat
dengan masyarakat.
b. Pasal 32

(1) Pembimbingan  Klien  dilaksanakan  oleh  Pembimbing
Kemasyarakatan

1
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(2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititik
beratkan kepada reintegrasi sehat dengan masvarakat
c. Pasal 33

(1) Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap
pembimbingan, yaitu
a tahap awal;

b. tahap lanjutan. dan
c. tahap akhir

(2) Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain
ditetapkan melalyi  sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
berdasarkan data dari Pembimbing Kemasyarakatan.

(3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan hasil
pengamatan, penilaian, dan pelaporan tahap pelaksanaar
pembimbingan.

(4) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri,

d. Pasal 39

(1) Pembimbingan tahap awal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus
sebagai Klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa
pembimbingan,

(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir
pembimbingan tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa
pembimbingan.

(3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) huruf ¢ bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap
pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa
pembimbingan

(4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan

ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.
¢. Pasal 40

(1) Pembimbingan tahap awal meliputi:
a. penerimaan dan pendaftaran Klien;
b pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan;
C. penyusunan program pembimbingan;
d. pelaksanaan program pembimbingan; dan
e pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi
a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
b. pelaksanaan program pembimbingan; dan
¢. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan.
(3) Pembrmbingan tahap akhir meliputi:
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a_ penyusunan program pembimbingan tahap akhir:

b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir,

¢. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan,

d. penytapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan
dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan
tambahan; dan

¢. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat
keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS.

f. Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang
bebas vang dicabut statusnya sebagai Klien wajib menjalani pidana yang
ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila:
a.mengulangi melakukan tindak pidana;
b.menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
c. tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat
khusus maupun syarat umum, bagi terpidana bersyarat,
d tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang
ditetapkan oleh BAPAS: atau
e. pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada BAPAS
yang membimbing.
i. Pasal 44

(1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS disesuaikan
dengan kebutuhan

(2) Bimbingan Klien yang dilaksanakan oleh BAPAS dilakukan kepada
perorangan atau kelompok secara tertib dan berkesinambungan
sesuai dengan tahap pembimbingan.

(3) Dalam hal Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melanjutkan
pembimbingan terhadap Kliennya, maka pembimbingan selanjutnya
dapat dilimpahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan lain atas
persetujuan Kepala BAPAS.

4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK.

04. 10 Tahunl998 Tentang Tugas, Kewajiban, Dan Syarat-Syarat Bagi
Pembimbing Kemasyarakatan.

5.Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 13 Juni 1977
Nomor : DPP. 2. 1/1/3 Tentang Tugas-Tugas Balai Bispa,
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2.3 Landasan Teoritik
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana
A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam lingkup hukum pidana, para sarjana hukum di Indonesia masih
terjadi perbedaan dalam penggunaan peristilahan hukum, ada yang menggunakan
istilah perbuatan pidana, tindak pidana, maupun dengan istilah vang lainnva
Namun kedua istilah perbuatan pidana maupun tindak pidana, banvak digunakan
dalam tata bahasa perundang-undangan di Indonesia. Istilah perbuatan pidana
berasal dari Bahasa Belanda “strafbaar feit” Moeljatno (2002:45) memberikan
pengertian, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa
perbuatan pidana adalah suatu perbuatan vang dilarang oleh suatu aturan hukum
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan
ditujukan kepada perbuatan, vaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh
kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian itu. Bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada
hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian
itu ada hubungan yang erat pula.

Menurut Simons, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam
dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
Menurut Van Hamel, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan orang dirumuskan
dalam wes, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Jika melihat pengertian-pengertian sebelumnya maka pada
pokoknya bahwa feir dalam strafbaar feir berarti kelakuan atau tingkah laku: dan
pengertian  strafbaar feir itu dihubungkan dengan kesalahan orang yang
mengadakan kelakuan tadi (Moeljatno 2002:56),

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Ingunis
“criminal act”. Pertama, karena criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat,

atau dengan kata lain . akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
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Dalam Kenny's Ouilines of criminal Law 1952 pag. tentang criminal acf atau
dalam bahasa latin “acius rens” _ kedua, karena criminal act ini juga dipisahkan
dari pertangungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau
responsibility . Untuk adanya criminal liability (jadi untuk dapat dipidananya
seseorang) selain dari pada melakukan criminal act (perbuatan pidana) orang itu
juga harus punva kesalahan (gwilt). Pertanggungjawaban pidana tidak cukup
dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada
kesalahan, atau sikap batin yvang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum
yang tidak tertulis vaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno,
2002:57)

Orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang. maka di situ
belum berarti bahwa ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas
perbuatan vang telah ia lakukan untuk menentukan kesalahannya. Orang dapat
dipidana jika telah melakukan tindak pidana, dan adanya suatu kesalahan. Akan
sangat bertentangan dengan keadilan jika seseorang dijatuhi hukuman jika ia tidak
bersalah.

Istilah perbuatan adalah suatu pengertian yang abstrak yang
menunjukkan pada dua hal yang konkrit, yaitu adanya kejadian tertentu dan
adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu Akan tetapi ndak
semua perbuatan vang melawan hukum atan yang merugikan kepentingan
masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana, dan tidak semua perbuatan
yvang merugikan masyarakt diberi sanksi pidana. Setiap orang vang melakukan
tindak pidana tidak akan dijatubi pidana kecuali atas orang yang mampu
mempertanggungjwabkan perbuatannya. Orang baru akan dipidana apabila
mempunyai unsur kesalahan sebagaimana salah satu asas yvang kita kenal dalam
hukum pidana yaitu tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan
akan menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsur dilarang, atau aturan pidana
dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan
tersebut akan diketahuai dengan adanya unsur melawan hukum, serta merugikan
atau tidak (Saleh, 1983:24).
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B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan merupakan pertanggungjawaban  pidana, — seseorang
melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi
masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang dapat dipidana apabila ada
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur
melawan hukum, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk
kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melanggar hukum
tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (Prodjohamidjojo, 1997:31).
Selain itu. seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila keadaan jiwa

seseorang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas
perbuatan yang dilakukan, orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang
dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan oleh hukum,
masyarakat maupun tata susila (Satochid Kerianegara, dalam Prodjohamidjojo,
1997-34).

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan
kematangan psikis yang dapat membawa tiga macam kemampuan untuk
memahami arti akibat dari perbuatannya sendiri; menyadari bahwa perbuatan itu
tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, menentukan kemampuan
terhadap perbuatan-perbuatan itu, jadi dapat disimpulkan mengandung arti
kemampuan atau kecakapan (Van Hamel, dalam Waluyadi, 2000°127).

Penentuan ada tidaknya kesalahan vang mengakibatkan dipidananya
terdakwa, maka terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, mampu
bertanggungjawab, dengan sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf
(Roeslan Saleh, dalam Prodjohamidjojo, 1997:34). Sedangkan pengertian
kesalahan dapat dibagi menjadi tiga yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk
kesalahan berwujud kesengajaan dan kealpaan, dan alasan-alasan penghapusan
kesalahan (E Mezger, dalam Prodjohamidjojo, 1997:34)

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas mempunyai
tiga bidang diantaranya adalah kemampuan bertanggungjawab orang yang
melakukan perbuatan, hubungan batin atau sikap psikis atau sikap orang yang

melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa perbuaian yang ada
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kesengajaan atau perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati atau kealpaan dan |
tidak ada alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana si pembuat |
(Prodjohamidjojo, 1997:34).
Menurut Moeljatno  (2002:165) kemampuan bertanggungjawab ada
apabila terdapat kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik
dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya
perbuatan tadi (Moeljatno, 2002:165)
KUHP telah memberikan pengecualian kepada pihak yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka yang melanggar hukum pidana,
vaitu bagi mereka yang kurang akalnya atau sakit berubah akal: dalam pengaruh
daya paksa yang sedemikian rupa, yang ia lakukan dalam rangka membela dirinya
atau orang lain, atau mempertahankan kesopanan, atau harta benda kepunyaan
sendiri atau kepunyaan orang lain, dan scrangan yang melawan hak dan
mengancam pada ketika itu juga, yang melakukannya oleh karena menjalankan
undang-undang, dan yang melakukan perbuatan itu karena menjalankan perintah
jabatan (Waluyadi, 2000: 127).

C. Batas Usia Bagi Pemidanaan Anak
Batas usia pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. yang

selengkapnva berbunyi sebagai berikut:
| Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan

belum pernah kawin.

2

dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak
vang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapal

umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.
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Apabila pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum

vang ditentukan, maka dapat disimak pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997, yang menegaskan bahwa

1. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga

melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan

pemeriksaan oleh penyidik.

{ %

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidikan berpendapat bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua,
wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut

kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

Sard

Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang
tua, wali, atau orang fua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut
kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dan
Pembimbing Kemasyarakatan.

Jadi anak yang belum berumur 8 tahun tetapi telah melakukan tindak
pidana tertentu, maka ada dua alternatise tindakan yang dapat berikan kepada
anak tersebut Pertama, diserahkan kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuhnya, jika anak terscbut masih dapat dibina; kedua, diserahkan Departemen
Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang
tua asuhnya
2.3.2 Pengertian Kenakalan Anak

Beberapa macam definisi atau pengertian tentang kenakalan anak
(juvenile delinguency) telah banyak dikemukakan oleh para ilmuan sebagai
berikut dibawah ini

Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22) memberkan
perumusan, pengertian tentang juvenile delinguency . yaitu sebagai berikut .

a Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan,
bagi anak-anak merupakan definguency. Jadi semua tindakan vang dilarang

oleh hukum pidana, seperti pencurian, penganiayaan, membunuh sebagainya.
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b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang
menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki
tidak sopan, mode you can see dan scbagainya.

¢. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial,
termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain,

Yang dikatakan juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila, atau
kejahatan/kenakalan anak-anak muda. merupakan gejala sakit (patologi) secara
social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian
sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang
menyimpang (Kartini Kartono, 1992:7).

Menurut Fuad Hasan (dalam Romli Atmasasmita, 1983:22), yang
dikatakan juvenile delinquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan para
remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai
kejahatan.

R. Kusumanto Setyonegoro (dalam Romli Atmasasmita, 1983:23),
dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut; tingkah
laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang
dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau
hukum yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di
suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu Apabila mdividu itu masih anak-
anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku
serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal Jika ia
berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut
delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik
dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal

Sedangkan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

Anak yang melakukan tindak pidana, atau

b. Anak vang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum

lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakatyang bersangkutan.
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Tim proyek juvenile delinguency Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran Desember 1967 (dalam Romli Atmasasmita, 1983:23) memberikan
perumusan mengenai juvenile delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan
yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara
dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan
yang tercela.

2.3.3 Pengertian Petugas Kemasyarakatan Dan Klien Pemasyarakatan
A. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan
Petugas Kemasyarakatan terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan,
Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela. Pembimbing kemasyarakatan adalah
petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan
bimbingan warga binaan pemasyarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).
Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) adalah untuk memperlancar tugas
penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal baik dalam
maupun di luar siding anak dengan membuat laporan hasil penelitian
kemasyarakatan Selanjutnya membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal
yang berdasarkan putusan pengadilan dijatubi :
a. Pidana bersyarat,
b. Pidana pengawasan,
¢ Diserahkan kepada negara (anak negara),
d Harus mengikuti latihan kerja,
¢. Anak vang memperoleh pembebasan bersyarat dani Lembaga
Pemasyarakatan
Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan dapat dibantu oleh

pekerja sosial sukarela
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B. Pekerja Sosial

Pekerja sosial adalah Petugas khusus dari Departeman Sosial yang
mempunyal keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau
mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha
kesejahteraan sosial. Tugas dari Pekerja Sosial sesuai Pasal 34 hurul b Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah membimbing,
membantu, dan mengawasi anak nakal yvang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, Pekerja Sosial

mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya dalam
melaksanakan tugasnya Pekerja Sosial dibantu oleh Pekerja Sosial Sukarela

C. Pekerja Sosial Sukarela

Pekerja Sosial Sukarela, adalah orang yang mempunyai keahiian khusus
atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing dan membantu
anak demi kelangsungan hidup dan perlindungan terhadap anak (Pasal 38
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) Untuk iu
Pekerja Soaial Sukarela wajib memberikan laporan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Laporan kepada Pembimbing
Kemasyarakatan berisi mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan
terhadap anak vang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan terhadap anak
dijatuhi pidana atau tindakan Sementara laporan kepada Pekerja Sosial berisi
mengenai bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak terlantar.

D. Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan), adalah seorang yang berada dalam bimbingan
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari -

1. Terpidana Bersyarat
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Yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6). Akan tetapi ia tidak
dibina di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan dikenakan hukuman bersyarat,
denda, dan lain-lain

2 Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan

bersyarat atau cuti menjelang bebas.

a. Narapidana
Narapidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Akan tetapi apabila
Narapidana itu mendapat pembebasan bersyarat atau sedang cuti menjalani
hukuman menjelang bebas, maka dia menjadi Klien Pemasyarakatan.

b. Anak Pidana
Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani
pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak, paling lama sampai
umur 18 tahun (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan) apabila menjalani pembebasan bersyarat atau
cuti menjalankan hukuman, maka ia menjadi Klien Pemasyarakatan,

¢. Anak Negara
Anak Negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan (LAPAS) anak. paling lama sampat umur 18 tahun,

. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan

kepada orang tua asub atau badan sosial

. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditumuk bimbingannva diserahkan

kepada orang tua asuh atau badan sosial.

. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan

kepada orang tua atau walinya.

Menurut  pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan, klien Balai Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib
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program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS. Untuk pembinaan Klien
Pemasyarakatan wajib didaftar, meliputi. pencatatan Putusan/Penetapan
pengadilan/Keputusan Menteri dan jati diri, pembuatan pas foto, pengambilan
sidik jari, dan pembuatan berita acara serah terima klien.

Dalam hal bimbingan Anak Negara dilakukan oleh orang tua asuh atau
badan sosial (pasal 42 angka | huruf ¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan) maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut wajib
mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Kehakiman. Demikian juga bila bimbingan itu dilakukan oleh
orang tua atau walinya, juga wajib mengikuti secara tertib pedoman bimbingan
vang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Bimbingan terhadap Anak Negara dapat juga diserahkan kepada orang tua
asuh atau badan sosial atau diserahkan kepada orang twa walinyva. Untuk itu
BAPAS bertugas melaksanakan:

I. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau
wali, agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi:

2. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan anak Negara dan Anak Sipil
vang diasuh.

2.3.4 Tugas Pembimbing Kemasyarakatan

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan bimbingan
terhadap klien. Bimbingan tersebut merupakan kegiatan dan pembinaan
narapidana anak diluar Lembaga Pemasyarakatan Bimbingan tersebut dilakukan
terhadap klien kemasyarakatan yang meliputi:

1.~ Anak yang diputus hakim dikembalikan pada orang tua atau walinya

k2

Terpidana bersyarat.

Anak Negara yang lepas bersyarat
Narapidana yang lepas bersyarat.
Anak Negara yang cuti bersyarat
Narapidana yang cuti bersyarat
Anak asuh

Mo s w
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8. Bekas Anak Negara, Anak Sipil dan Narapidana yang memerlukan
bimbingan tambahan (after case).

9 Anak Nakal yang dibimbing atas permintaan orang tua atauy wali
berdasarkan ketetapan hakim

Bimbingan terhadap klien vang dilakukan Balai Pemasyarakatan

(BAPAS) mempunyai beberapa tahapan vang terdiri dari:
1. Tahap awal

a
b.
C.

d

Penelitian Kemasyarakatan.

Menyusun rencana program bimbingan

Pelaksanaan program bimbingan,

Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana

bimbingan tahap lanjutan.

2, Tahap lanjutan

a  Pelaksanaan program bimbingan

b. Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana
bimbingan tahap lanjutan

3. Tahap akhir

a  Pelaksanaan program bimbingan.

b. Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.

c. Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan
mempertimbangkanakan kemungkinan pelayananbimbingan tambahan
fafter care).

d. Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien

e. Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Balai

Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan

melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembimbing

Kemasyarakatan. Data tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan

pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan
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BAB 4. KESIMPULAN DAN §.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

o

Pada bulan Januari 2007 terdapat peningkatan jumlah klien di Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) Kediri dibandingkan bulan Januari 2006. Namun
secara umum pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan Pembimbing
Kemasyarakatan sampai pada bulan Januari 2007 menurut penulis sudah
cukup baik karena sebagian besar ketentuan dalam Undang-undang sudah
dijalankan
Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan
tugasnya adalah
a. Luas wilayah serta jarak antar kota di Eks Karesidenan Kediri yang
luas dan cukup jauh,
b. Anggaran dalam melakukan bimbingan yang sangat terbatas:
Jumlah personil pembimbing yang terbatas pula dan
d. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan
bimbingan, Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi Pembimbing

Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini penulis dapat memberikan

saran-saran yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

Diharapkan Balai Pemasyarakatan dapat menjalankan ketemtuan-ketentuan
tentang bimbingan yang tercantum dalam Undang-undang tentunva dengan
didukung oleh anggaran dan prasarana yang memadai. Serta meningkatkan
mutu SDM dari pembimbing itu sendiri dengan memberikan pendidikan
tentang ilmu psikologi, Sebab hal berguna untuk memahami kondisi

psikologis klien Karena itu diperlukan perhatian dari pemerintah tentang
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masalah tersebut. Schingga hasil vang didapat dari bimbingan tersebut akan
lebih efektif dan bermanfaat bagi klien. Sehingga klien dapat bergaul dan
hidup kembali dimasyarakat dengan lebih baik.

. Seharusnya pemerintah mendirikan Balai Pemasyarakatan di setiap kota atau
daerah separti yang telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak hanya dengan menambah
personel pembimbing sebab dengan begitu pekerjaan Pembimbing
Kemasyarakatan dapat lebih ringan. Didinkannya Balai Pemasyarakatan ditiap
kota diharapkan kinerja pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan
bimbingan dapat berjalan dengan efektif Pemerintah juga harus menyediakan
sarana dan prasarana vang dapat mendukung kelancaran dalam melakukan
bimbingan Serta dana yang mencukupi untuk melakukan bimbingan
Sehingga tidak ada lagi kendala yang dihadapi Pembimbing kemasyarakatan
dalam melakukan bimbingan terhadap klien.
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PF 31/1999, PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAARN
PEMASYARAKATAN

Olehs: PRESIDEN REPUBLIXK INDOMESIA
Nomor: 31 TAHUN 1999 (31/15959)

Tanggal: 19 MEI 1559 (JAKARTA)

Tentang. PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan, perlu ditetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingarn Warga
Hinaan Pemasyarakatan;

Mergingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Z: Tndang—undang Nomor 8 Tahun 18281 tentang Hukum Rears
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. TUndang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pema-
syarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 77;
Tambahan Lembaran Negara Neomor 3614);

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1297 tentang Fengadilan
Anak (Lembaran Negara Tahun 1297 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3668);

MEMUTUSERN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN.
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BAEB I EKETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Femerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan

kualitas Lketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
intelektual, sikap dan perilaku, profesicnal, Xesehatan

jasmani dan rohani Narapidana dan  Anak Didik
Pemasyarakatan.
2. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk

meningkatkan kualitas ketagwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional,
kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

3, Penelitian Kemasyarakatan yang selaniutnya disebut
Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahuil
latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan
vanyg dilaksanakan oleh BAFAS.

4, Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan
yvang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan di LAPAS.

B Fengaman Pemasyarakatan adalah petugas
pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS.

B, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas
pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan ¥Klien di
BAPAS.

7. Pendidikan adalah usaha menylapkan Narapldana dan
Anak Didik Pemasyarakalan melalui jalur sekolah atau
luar sekolah.

. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup;
kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik
Femasyarakatan dengan masyarakat.

9, Bsimilisasi adalah proses pembinsaan Narapidana dan
Lnak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan
membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
dalam kehidupan masyarakat.

10. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.
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Pasal 2

(1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi
keglatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan
kemandirian.

(2] Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan
Arnak Didik Pemasyarakatan.,

(3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.
Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal
yang berkaltan dengan:

ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
kesadaran berbangsa dan bernegara;
inFeleXtusl;

eikap dan perilaku;

kesehatan jasmani dan rohani;
kesadaran hukum;

reintegragi gehat dengan masyarakat;
keterampi lan kerja: dan

i. latihan kerja dan produksi.

o S R o O R ol .

e
it
.

Pasal 4

{1} Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas FPemasyarakatan

yang terdiri atas : a. Pembina Pemasyarakatan; b.
Pengaman Pemasyarakatan; dan il Pembimbing
Kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakanl pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), TKepala LAPAS menetapkan Petugas
Pemasyarakatan vyang bertugas sebagai Wali Narapidana
dan Anak Didik Pemasyarakatan.

(3} EKetentuan mengenal tugas, kewajiban, dan syarat-—
syarat wali sebagaimana dimaksud dalam avat (2) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
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Pazal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadaXxan
kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-
badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang
kegiatannya sesuail dengan penyelenggaraan sist
pemasyarakatan.

BAB II PEMEINAAN Bagian Pertama Narapidana Pasal 6

(1 Kepala LAPAS wajib melaksanakan pembinaan
Narapldana.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1%, RKepala LAPAS wajib mengadakan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas
kegiatan program pembinaan.

{3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2] diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk
berintegrasil secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa
tahap pembinaan.

(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b.
tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.

{3) Pengalihan pembinaan dari satu btahap ke tahap lain
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
herdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman
Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Walil
MNMarapidana.

{4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan
hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap
pelaksanaan pembinaan.

(5) Ketentuan mengenal pengamatan, penilalan, dan
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur
lebih lanijut dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan penmbinaan terhadap Narapidana di
LAPAS disediakan sarana dan prasarana vang dibutuhkan.

(2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagil
dalam beberapa klasifikasl dan spesifikasi.

(3} FKetentuan mengenai klasifikasl dan spesifikasi
LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak
yvang bersangkutan berstatus sebagai Narapldana sampal
dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan
tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) darl masa
pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya
pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua
per tiga} masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya
tahap lanjutan sampal dengan berakhirnya masa pildana
dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayalt (1) meliputi:

a. masa pengamatan, pengenalan, dan peneliLian
lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan
kemandirian;

c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan
kemandirian; dan
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d. penilalan pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

(£} Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2) meliputi:

d. perencanaan program pembinazan lanjutan;
k. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
darl

d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

{3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayvat (3) meliputi

a, perencanaan program integrasi;

b. pelaksanaan program integrasi; dan

3

pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

(4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim
Pengamat Pemasyarakatan.

(5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kepala
LAPAS wajib memperhatikan hasil Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan
program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
{2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 11

(1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan
dilaksanakan di LAPAS.

(2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS
oleh BRPAS.

(3) Dalam hal Narapidana tidak memenuhi syarat-syarat
tertentu pembinaan tahap akhir Narapidana yang
bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 12

nalam hal terdapat Narapidana Yyang tidak dimungkinkan
memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi,
maka Narapidana yang bersangkulan diberikan penmbinaan
khusus

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan Paragraf 1 Umum
Pasal 13

Anak Didik Pemasyarakatan terdiri atas:

a. Anak Pidana;
b. Anak Negara; dan
c. Anak Sipil.

Pasal 14

(1) Kepala LAPAS Anak wajib melaksanakan pembinaan Anak
Didik Pemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Inak Didik
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
kepala LAPAS Anak wajib mengadakan perencanaall,
pelaksanaan, dan pengendalian atas keglatan program
pembinaan.

(1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
12) diarahkan pada kemampuan Anak Didik Pemasyarakatan
untik berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembinaan Inak Didik Pemasyarakatan
dilakukan oleh Pembina Pemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerlukan keadaan
aman dan tertib.

(3} Pengendalian keamanan dan penegakan ketertiban
dilaksanakan oleh Pengaman Pemasyarakatan.
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Pasal 16

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik
Pemasyarakatan di LAPAS: Anak disediakan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Anak Pidana Pasal 17

(L) Pembinaan Anak Pidana dilaksanakan melalui beberapa
tahap pembinaan.

(2} Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
terdiri atas 3 (tiga) tahap, wyaitu

a. tahap awal;
p. tahap lanjutan; dan
.. tahap akhizr.

(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Femasyarakatan
berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman
Pemasyarakatan, Pembimbing EKemasyarakatan, dan Wali
Anak Pidana.

(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan
hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan pembinaan.

{5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayvat (4) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pa=sal 18

Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2]} dilaksanakan menurut pentahapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) hurnf a meliputi:
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4. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian
lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

b. perencanaan program pembinaan Kepribadian dan
kemandirian;

c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan
kemandirian; dan

d. penilaian pelaksanaan program pembinasan tahap awal.

(?2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi

a, perencanaan program pembinaan lanjutan;
b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan:

c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
dan

d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

(3} Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi

a. perencanaan program integrasi;

b. pelaksanaan program integrasi; dan

c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

{47 Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim
Pengamat Pemasyarakatan.

IB) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala LAPAS Anak
wajib memperhatikan Litmas.

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan Jjenis kegiatan
program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11,
(2), dan [(3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri.
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Pasal 20

(1) Fembinaan tahap awal dan tahap larnjutan
dilaksanakan di LAPAS Anak,

(2] Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS
Anak oleh BAPAS.

(37 Dalam hal Anak Pidana tidak memenuhi syarat-syarat
tertentu, pembinaan tahap akhir Anak Pidana yang
bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS Anak.

Pasal 21

Dalam hal terdapat Anak Pidana yang tidak dimungkinkan
mempercleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi maka
Anak Pidana yang bersangkutan diberikan pembinaan
khusiis

Paragraf 3 Anak Negara
Pasal 22

(1} Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada
pendidikan.

(2} Dalam mewwjudkan pembinaan sebagaimana dimaksnd
dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana
dan prasarana pendidikan.

Fasal 23

(1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan
pentahapan setiap 6 (enam) bulan.

(2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulal sejak
yang bersangkutan berstatus sebagal Anak Negara =sampai
dengan € (enam) bulan pertama.

£3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak
berakhirnya masa pembinaan tahap awal sampai dengan 6
lenam) bulsn kedua.

{4 Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sajak
berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama
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Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun. -

(5) Apablla masa pembinaan:

a. telah lewat 6 (enam) bulan pertama menurut
pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan, Anak Negara
yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang
baik, pembinaan dapat dilanjutkan dengan program
asimllasi;

b. telah lewat & (enam) bulan kedua menurut
pertimbangan Tim Pengamat Kemasyarakatan, Anak Negara
yang bersangkutan sudah menunjukkan perkembangan yang
baik, pembinaan dapat dllanjutkan dengan program
integrasi.

(6) Dalam hal Anak Negara belum memenuhi syarat untuk
diberikan program asimilasi atau integrasi, maka
pemblnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilanjutkan dengan pembinaan & (emam) bulan kedua dan
seterusnya sampai Anak Negara vyang bersangkutan
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24
Wujud pembinaan Anak Negara meliputi:

a. pendidikan agama dan hudi pekerti:
b. pendidikan umum;

c. pendidikan kepramukaan; dan

d. latihan keterampilan.

Pasal 25

Dalam hal tidak terdapat fasilitas pendidikan di dalam
LAPAS Anak, Anak Negara dapat diikutsertakan pendidikan
di luar LAPAS Anak.

Paragraf 4 Anak Sipil Pasal 26
(1) Program pembinaan bagl Anak Sipil disesuaikan

dengan  kepentingan pendidikan Anak Bipil yang
bersangkutan.
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{2} Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat [} sesual dengan penetapan
pengadilan.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan pembinaan tahap lanjutan, maka
pentahapan program pembinaan bagi Anak Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku Jjuga
terhadap Anak Sipil.

Pasal 28

BZnak Sipil sewaktu-waktu dapat dikeluarkan dari LAPAS
Anak, berdasarkan penetapan Menteri Kehakiman atau
pejabat yang ditunjuk atas permintaan orang tua, wali
atau orang tua asuh Anak Sipil.

Pasal 29

Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program
pembinaan Amak Sipil diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pagal 30
({1} Biaya pendidikan dan pembinaan Anak Sipil di LRPAS
Anak dibebankan kepada orang tua, wali, atau orang tua
asuhnya.
{2] Dalam hal orang tua, wali, atau orang tua asuhnya
tidak mampu, biaya pendidikan dan pembinaan scbagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Negara.

{3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
didasgarkan pada penetapan pengadilan.

BAB III BIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN Pasal 31

(1) Kepala BAPAS wal]ib melaksanakan pembimbingan Klien.

(2] Palam melaksanakan pembimbingan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), kepala BAPAS wajib mengadakan
perancanaan, pelaksanaarn, dan pengendalian atas

kegiatan program pembimbingan.
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{3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam
ayat {2) diarahkan pada kemampuan Klien  untuk
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 32

(1} Pembimbingan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan.

(2) Pembimbingan Klien sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan
masyarakat.

Pasal 33

(1) Pempimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga)
tahap pembimbingan, yaitu

a. Lahap awal;

b. tahap lanjutan; dan

c. tahap akhir.

(Z) Penyelenggaraan pembimbingan dari =satu Ctanap ke
tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat

Pemasyarakatan  berdasarkan data dari Pemb:imbing
Kemasyarakatan.

{(3) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2] merupakan
hasil pengamatan, penilaian, dan pelapcran Lahap
pelaksanaan pembimbingan.

{4y EKetentuan mengenal penhgamatan, penilaian, dan
pelaporan Sebagaimana dimaksud dalam ayst (3) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

FPasal 34

(1] Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Klien di
BAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi
dalam beberapa klasifikasi.
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£3) Ketentuan mengenal pengklasifikasian BAPAS
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35
Klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:

a. Terpidana Bersyaral;

. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang
nendapat pembebasan bersyarat atau cutl menjelang
bebas;

¢. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau
badan sosial;

d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atal
pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan
kepada orang tua asuh atau badan sosial;

e. Rknak yang berdasarkan penetapan pengadilan,
bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau
walinya;

f. Bnak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi
pidana pengawasan; dan

g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib
menjalani latihan kerja sebagal pengganti pidana denda.

Pasal 36

(1) BRimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh
Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS.

(2) BAPAS juga berwenang melaksanakan:

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial
dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagail pengasuh
dapat dipenuhi;

b. pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan
Anak Sipil yang diasuh.

(3] Hetentuan mengenali syarat dan tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam ayalt (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 37

(1) Dalam Thal puotusan hakim menjatuhkan pidata
bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana
denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau
wali, Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang
bersatigkutan kepada BAPAS,

(2) Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan pembuatan berita acara.

(3) Tembusan berita acara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2] disampaikan kepada Hakim Pengawas dan Pengamat

selempat.

(4) Terpidana Bersyarat wajib mengikuti secara tertib
program bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS.

Pasal 38

(1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap
Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang akan
dibina di luar LAPAS dllaksanakan oleh BAPAS.

(2) Penelitian Kemasyarakalan terhadap anak selaku
tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk
memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan
nakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses
persidangan pengadilan anak.

(3] Guna kepentlngan pemeriksaan pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan
hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.

(4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian
Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka
dewasa.

(5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara
pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Menteri,

Pasal 39

(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi Klien, dimulal sejak
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vang bersangkutan berstatus sebagal Klien sampal dengan
1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 awyat (1) huruf b bBagi Elien,
dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal
sampal dengan 3/4 (tiga per empalt) masa pembimbingan.
{3} Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) huruf e bagi Klien, dilaksanakan
sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai
dengan berakhirnya masa pembimbingan.

(4) Pentahapan dalam  proses pembimbingan Klien
Pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan BAFAS.

Pasal 40

(1) Pembimbingan tahap awal meliputi:

a. penerimaan dan pendaftaran Klien;

b. pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan
pembimbingan;

o. penyusunan program pembimbingan;
d. pelaksanaan program pembimbingan; dan

e, pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tTahap
awal,

(2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

a, penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan:
b. palaksanaan program pembimbingan; dan
c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap
lanjutan.

(3) Pembimbingan tahap akhir meliputi:

a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir;

b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
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c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan;

d. penyizpan Klien untuk menghadapl tahap akhir
pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian
pelayanan bimbingan tambahan; dan

e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien  dengan
memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh
Kepala BAPRS.

Pasal 41

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau
cutli menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagal
Klien wajib menjalani pidana yang ditanggquhkan dan atau
sisa pidana apsbila:

a. mengulangi melakukan tindak pidana:

b. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

¢, tidak menaatl ketentuan perjanjian atau syarat-
syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum, bagi
terpidana bersyarat;

d. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan
yang ditetapkan oleh BAPAS; atau

e, pindah alamat atau tempal tinggal tanpa melapor
kepada BAPAS yang membimbing.

Pasal 42

Pencabutan status pembimbingan Klien sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh Menteri atas
usul Eepalza BAEPAS,

Pasal 43

Ketentuan mengenal bentuk dan jenis kegiatan program
pembimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 44

(1) Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan di setiap BAPAS
disesuaikan dengan kebutuhan.
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(2) Bimbingan Klien vyang dilaksanakan oleh BAPAS
dilakukan kepada perorangan atau kelompck secara tertib
dan berkesinambungan sesual dengan tahap pembimbingarn.

(3) Dalam hal Pembimhing Kemasyarakatan tidak dapat
melanjutkan pembimbingan terhadap Kliennva, maka
pembimbingan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada
Pembimbing Kemasyarakatan lain atas persetujuan Kepals
BAPAS.

Pasal 45

(1) Dalam pelaksanaan bimbingan Klien, BAPAS dapal
mengangkat atau menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan
sukarela yang memenuhi syarat.

(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat atau ditunjuk
menjadi Pembimbing Kemasyarakatan sukarela sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) adalah

a. wWarga negara Indonesia;

b, taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;

. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. pendidikan
serandah-rendahnya sekolah menengah umum atau sekolah
kejuruan;

e. telah mengikuti pelatihan bimbingan dan penyuluharn.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan atau
penuniukan Pembimbing Kemasyarakalan siikarela
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

BAB v PEMINDAHAN HARAPIDANA DANMN ANAK DIDIEK
PEMASYARAKATAN Bagian Pertama Syarat Pemindahan Pasal
46

{l) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat
dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain cleh Kepala
LAPAS apabila Lelah memenuhi syarabt-syaralb pemindahan.

(2) Syarat-syarat pemindahan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah : a. ada izin pemindahan tertulis dari



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

pejabat wyang berwenang; b. dilengkapi dengan berkas-
herkas pembinaan; dan ¢. hasil pertimbangan Tim
Pengamat Pemasyarakatan.

Pasal 47

(1) Izin pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (2) huruf a diberikan oleh :

a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat,
dalam hal pemindahan dalam satu wilayah kerja Kantor
Wilayah yang bersangkutan;

b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal
pemindahan  antar wilayah keria Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman.

(2} Dalam keadaan darurat, izin pemindahan dapatlt
diberikan secara lisan melaluil sarana telekomunikasi.

(3} Tzin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} paling
lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh enmpat)
jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi
dengan permchonan tertulis, untuk mendapatkan izin
pemindahan tertulils.

Pasal 48

Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan
harus dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan
proses peradilan, Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 wajib memperoleh izin dari pejabat yang
bertanggung Jawab secara yurildis atas perkara yang
bersangkutan.

Pasal 49

Dalam hal MNarapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan
dipindahkan ke LAPAS lain untuk kepentingan perawatan
kesehatannya, diperlukan surat rujukan dari dokter
LAPAS dan atau kepala rumah sakit umum setempat.

Pasal 50

Femindahan Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan ke
LAPRE lain karena alasan kepentingan keamanan dan
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ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara
pemeriksaan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemindahan Pasal 51

(1) Pemindahan Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan dari satu LAPAS ke LAPAS lain dapat
dilakukan dengan menggunakan sarana transportasi darat,

laut, atau udara.

(2) Pemindahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang
membutuhkan waktu bermalam dalam perjalanan harus
menginap 4di LAPAS atau RUTAN terdekat.

(3) Pemindahan dilaksanakan pada hari kerija, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan setiap saat
dengan tetap memperhatikan faktor keamanan.

{4} Pemindahan Narapidana atau Anak Didik
Femasyarakatan wajib menggunakan kendaraan khusus atau
alat angkut lain yang memenuhi syarat keamanan.

Pasal 52

(1) Pengawalan pemindahan dilaksanakan paling sediklt
oleh 2 (dua) orang Petugas Pemasyarakatan.

(2)  Dalam hal pelaksanaan pemindahan memerlukan
penanganan khusus dapat meminta bantuan pihak
Kepolisian.

i{3) Pengawalan dilakukan dengan tetap memperhatikan
faktor kemanusiaan.

(4] Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus dllengkapl dengan surat tugas dan
perlengkapan pengamanan yang diperlukan.

(5) Pemindahan Narapidana Wanita atau Anak Didik

Pemasyarakatan Wanita dalam pengawalannya harus
disertai Petugas Pemasyarakatan Wanita.

Pasal 53

(1) Kepala LAPAS yang melaksanakan pemindahan wajib
memberitahukan kepada :
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a. keluarga Narapidana atau Anak Didik FPemasyarakalan
yvang bersangkutan; dan

b. Hakim Pengawas dan FPengamat Pengadilan Negeri
setempatlt.

(2) Kepala LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dalam waktu 1 (satu) hari sebelum pemindahan wajib

memberitahukan kepada Narapidana atau Anak Didik
FPemasyarakatan yang bersangkutan.

Pazsal 54

Biaya pemindahan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan dibebankan kepada Negara.

BAB V AKHIR PEMEINAAN DAN PEMBIMBINGAN Bagian Pertama
Narapidana Pasal 55

{1} Pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana
yang bersangkutan:

&. masa pidananya telah habis;

b. memperoleh pembebasan bersyarat;

c. mempercleh cuti menjelang bebas; atau

d. meninggal dunia.

{2} Dalam hal pembinaan Narapidana berakhir sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepada
Narapidana yang bersangkutan diberikan surat
pembebasal .

{3} DPalam hal pembebasan bagi Narapidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf c, kepada Narapidana yang
bersangkutan setelah selesal menjalani cuti diberikan
surat pembebasan.

Pasal 56

Narapidana yang telah selesal menjalani masa pildananya,
diberi biaya pemulangan ke tempat asalnys.
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Pasal 57

(1) Dalam hal Narapidana memperoleh pembebasan
bersyarat, Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya
kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan
setempat, sedangkan bagi narapidana yang memperoleh
cuti menjelang bebas, pembimbingan dan pengawWdsannya
dilakukan cleh BAPAS.

(2] Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan berita acara serah terima yang
tembusannya disampaikan kepada Hakim Pengawas dan
Pengamat setempal.

Pasal 58

{1 Dalam hal berakhirnya pembinaan Narapidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf el
Kepala LARPAS menyerahkan Jjenazah Narapidana yang
bersangkutan kepada keluarganya.

(2} RBpabila pihak keluarga atau ahli waris tidak
bersedia menerima penyerahan Jenazah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib
melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Bagian Kedua Anak Didik Pemasyarakatan FParagraf 1 Anak
Pidana

Pasal 59

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Baglan
Pertama mengenal Akhir Pembinaan Bagi Narapidana,
berlaku juga bagi Anak Pidana.

Paragraf 2 Anak Negara Pasal &0

Pembinaan Anak Negara berakhir apabila Anak Negara yang
bersangkutan:

telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
memperoleh pembebasan bersyarat:

memperoleh cuti menjelang bebas; atau
meninggal dunia.

0 On
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Pasal 61

{1y Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negars
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, Kepale
LLAPAS Anak menyerahkan anak vyang bersangkutan kepada
keluarganya dengan disertal surat keterangan selesai
menjalani pembinaan.

2) Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Negara
sepbagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b atau c,
Kepala LAPAS Anak menyerahkan Anak Negara yang
bersangkutan ke BAPAS setempat.

(3} Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan dengan berita acara serah terima untuk
pembinmbingan selanjutnya.

Pasal 62

(1} Dalam hal ©berakhirnya pembinaan Anakx Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, Hepala
LAPAS Anak menyerahkan Jjenazah Anak Negara yang
bersangkutan kepada keluarganya atau ahli warisnya.

{2) Apabila pihak ¥keluarga atau ahli warlsnya tidak
bersedia menerima penyerahan jenazah sebagalmana
dimaksud dalam ayat (1), maka pihak LAPAS wajib
melaksanakan pemakamannya dengan biaya negara.

Paragraf 3 Anak Sipil Pasal 63

Pembinaan Anak Sipil berakhir apabila BAnak Sipil yang
bersangkutan:

A, masa penempatannya di LAPAS Anak telah selesal
berdasarkan penetapan pengadilan;
b. telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
¢. dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Anak berdasarkan
alasan tertentu; atau
d. meninggal dunia.

Pasal 64
Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil =epagaimana

dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, b, dan ¢, Kepala LAPAS
ABnak menyerahkan Anak Sipil yang bersangkutan kepada
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keluarganya dengan disertai surat keterangan selesal
menjalani pembinaan.

Pasal 65

Dalam hal berakhirnya pembinaan Anak Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, Kepala LAPAS Anak
menyerahkan jenazah Anak Sipil yang bersanagkutan xepada
keluarganya atau ahli warisnya.

Bagian Ketiga Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Pasal
23]

Pembimbingan Klien berakhir apablila Klien yang
bersangkutan:

a. selesai menjalani masa pembimbingan;
b. dicabut statusnya sebagal Klien; atau
c. meninggal dunia.

Pasal 67

(1) balam  hal berakhirnya  pembimbingan Klien
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, kepada
Klien vyang bersangkutan diberikan surat keterangan
pengakhiran pembimbhingan.

{2) alam hal berakhirnyva pembimbingan Klien
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b pihak BAPAS
memberitahukan kepada Kepala LAPAS, Kejaksaan Negeri,
Hakim Pengawas dan Pengamat, dan Departemen Sosial.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mmlai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan mengenai pembinaan dan
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
dengan vang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 69

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah I dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Meli 1939 PRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA,

ttd BACHERUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarlba pada tanggal 12 Mel 1999 MENTERI
NEGARA SEKRETARIS NEGARR REPUBLIK INDONESIA,

ttd PROF. DR. H. MULADI, 5.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR &8
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MERTERI KEHAKIMAN |
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIX TNDONESIA
KCMOR : M.01-PK.04.10 TAUUN 1998
TENTANG
TUGAS, KEWAJIDAN, DAN SYARAT—SYARAT
BAGI PEMBIAMBING KEMASYARAKATAN

MENTERT KEHAKIMAM REPUDLIK INDONESTA,

Menimbang ¢ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman Re—
publik Indonesia tentang Tugas, Kewnjiban, dan Sye-

rat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan: e

Mengingat : L. Undang-undong 12 Tahun 1995 tentang Pemaayaful
katan {Lembaran Negara Tahun 199%% Nomoar 17,

_ Tambahan Lemburan Negara Nomor 3614):
2. Undang-undung Nomor 3 Taliun 1857 tentang Peng-
adilan Anak (Lembaran Negara Tahun L1997 Nemor 3

Tambahan Lenbaran Negara Momor A568)

3. chutu;an'Pruniden chuh'ik.lndunesia Homozr 15
Tahun 1984 tentang Susunan Grganlsuu1 Dep¢rtemcn
sebapaimana telah beberapa kali d:ubah terakhir
untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Pre-
plden Republik Indenesia Nomor 32 Tahun 1688:

4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.G2-FR.07.03 Tahun 1987 tentong Organisa-
$i dan Tata Kerja Halai Bimbingan Kemasyarakatan
dan Pengentasan Anuak yang telah diubah dengan 4
Keputusan Menteri Kehakiman Republik' Indonesia
Nomor ‘M. 07-FR.D7.03 Tahun 1997
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fenetapkan

5, Keputusan Menterl Kehakiman Republik Indonesia
Nomor M.02=PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organi-
gasi dan Tatas Kerja Departemen Kehakiman Repu-

“1ik Indonesia;
! MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN - MENTERT XEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG TUGAS, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT BAGT
PEMBIMIING KEMASYARAKATAN.

: Pasal |
Fembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyas
rakatan pada Dalal Pemasyacakatan. i
: Pasal 2
(1) Pembimbing Kemasynrakatan bprfugas X
a, melakukan penelitian kemasyarakatan untuk
1} membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan
Hakim dolom perkara Anak Nakal;
2] mEnEntékan program pembinnan Narapidaena di
LAPAS don Apak Didik Pemasyvarakatan di
LAFPAS Anak;
3) menentukan Preogram perawatan tabhanan di
RUTAN: I
4) menentukan program bimbingan dan atau

bimbsingan * tambahan brgi Klion
Pemﬁsy&rnkatnﬂ;
4 4. melaksanakan bimbingan kumﬁ;yarnkntun dan
bimbingan kerje bapgi Klien Pemasyarakatan)

&, memberikan pclu?anan terhadap inetansi lain
dan maﬁ?;rnkut yang meminta’ data atau hasil
penelitian kemasyerakatan Klien tertentu;

d. mengkoordinasikan bekerjn spstal dan pekeria
sukareia yang melaksanakan tugas pembimbing-
an: dan

e, meloksanakan pengawasan techadep terpldana
anak ying dijoatubi pidans pengawasan, Anak
Didik Pemasyarnkatan yang diserahkan kepada
arang tud wali ptaw orang tun asubh dan orang

tua, will dan Grangtua asuh yeng diberi tugas

pembimbingan.
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c.
d.

{2} Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban

a. menyusun laporan atas hasil penelitian kema
syarakatan yang telah dilakukannya;

b. mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
guna memberikan data, saran dan pertimbangan
wtons hasil penelitlioan dpn pengamatan yang
telah dilakukaonnya;

c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa
perkara Anak Nakal guna memberikan penjelas-—
an saran dan pertimbangan kepada hakim me=
nganail segala sesuatu ?ﬂng berkaitan dengan
Anak Nakal yang sedang diperiksa di penga-
dilan berdasarkan hasil penelitian kemasya-
rakatin yang telah dilakukannya;

d. melaporkan setliap pelaksanean :tugas kesada
Kepala BAPAS, "

Pasal 3
Pembimbling Kemasyarakatan bertanggung jawab atas
pelaksannan tugas dan kewa]ibannya kepada Kepala
BAPAS. '
Posal 4
Syarat—syarat untuk dapat diangkat meniadi Pembims
bing Remasyarakatan adalah
a. pcga#ﬁi Negeri Sipil. yang herpendidikan seren-
dah—rendabnye lulusan: i :
1) Sekelah Menengeh Kejuruan bidang Pekerjia
Soadel; ‘
2) -Bekolal Menenrah Umunm atéu Kefuruan lainaxsa.
telah Berpengalesan ketbjm sebagsai -eEmbintu

lulusasy

rembimoing Kenasyaradntian : bagil

T oEekolak Menenzen fefurigan bidang Feleria
SR e G S o e o et i s B g e
F ot et e
5 Sepsldh e At AR el ATl EEloomias  cERnnEE
e Qirhat ot LI Rk Sl T Bl R ol R L B e T CREY R
tia i

sehat jasmani dan rohapiy

pangkat serendah-reandahnya Pengatur Muda (Co-

lengan/Ruang 11/a);



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

1)

(2)

Pen

akn

Pl Kantar Wilayah Departemen Kehakiman

(ER)

(2)

L y J

telah rmengikuti Felatihan Teknisg Pembimbing V/
Rumnlynrnkntqn:

mempunyai minat, parhaéian dan dediknsi di bi-
daig kesejnhternnan soslal * dan

Semua unsur penilaian dalam DPﬂ.berniIni baik
dan tidnk sedang mnnjalqnilhukuman digiplin,

Faznl 5

Pembimbing Kemasyarakatan diangkat ‘dan diber-
hentikin aleh Menterl Kehakiman Republik Indo-
nesla, I

Pengungkatan dan Pemberhentian Pembimbing xez
mosyarakatan sebagaimana dimaksud dalar aynt
(1) diluksanakan ocleh Direktur Jenderal Pema-
Syarakelan aias nama Menteri Kehakiman Republik

Indoneslia,
Pasal 5 Vﬁ

Bangkatan dan remberhentian Pembimbing Kemasvar-
tan dilakukan atas usul Kepaln BAPAS melalui Ka-

Retempat.

Fasal 7
Pembimbing Kemaegyorakaotan diberhentik

an dengan
hnrma} Karena

4. mencapai usiag Pensiun;

B, permintann sendiri:

€. keadaan kesehatan baddan atay kesehatan Jiwa=

nyn: tidak logi mampu men]alnnkan tugnsnva
setelah dinyatakan.pleh Tig Pemeriksa Kese-
hatan yang berwenang;

d. tidak mampu mgpnfalankan
baik:

B. meninggal dunin.

tugesnya dengan

Pembimbing Kemosyarakatan diberhentikan

dengan
tidak lormat kareng

4. meiakukan perbuatan tercela;

b. melakulan perlangparan terhadap tugas dan lea—

wiidiban;
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e. melakukan tindak pidana yang dipncam dengan
IRl iy

hukuman paling rendah 2 (dbua) tahun dan te-
lah berkekuatan hukum tetap.,

Pasal. B |

Pemberhentian Pembimbing Kemnsyarakaton sebagaimana |

dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan
cara pemberhentian Pegawai

menurut tata
Negerl Sipil sesumi de-
ngan peratucan perundang-undangan vang berlaku. i

Pasal 9

L]
Keputusan Menteri ini mulaj berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Pabruanl 1938

o H
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DINERTORAT éa“DLHA“ CINA TUNA WARGA

e

ital Repository Unlver3|tas Jember

DhthiT o u.'.'].l.u}'Lll. Uh.l

LR —_— e i e i it 1

Hal t Tugas - tupns Jakarta, 13 Juni 1977,

Balai Bspa ,

it 3 o i o s

SUiAT EDALA,

e ——

Xo. 2 DD?.:.1X1IJ.

Menunjulk surat Direktu Janderal Bina Tuna Warga,
Gertangg=l 10 - 7 = 1968 numar: E.F.E.E!EK1,auatu rang-
ltalan tugas Halad sispa Jsangn diutnraksa dalamlsu:tu surpt
parinal ”Pﬂmuuidun hnrtcr Blupa", pada .aat int tarayata
ada kstentuan-2 Yang tidak sesual lagd, sarta memandang
perlu tugas-~tugas tersebut dituangkan dalam suatu ketenw
taun mengenai tugus-cugns-ﬁulni Hispﬁ.

L MMMMMJ&% .

-

Tugas-tugas Halad Bispa meliputi ;

L. P'lan_w**a.umlmmw._.wm*ut_i Al lemasvarakatan
1e Untug thnn pertimbungnn Hakin dalam ranglen Pamy -
riitsoan Paradilan ptdurn mAupy pardata.?agelitiaﬂ
ini berupa pEuPliti1ﬂ uns'nl panelitian kasus, pe-
helitian keadunn don lain-latn, slfatnya mesicari
latar belakang sikap klion,
2endelasan Pelterynan ing dlbuat oleh Pambimbing
Remasyarakatan atas parmintgfn atau
H&mb¢r1thunn nolaksasn dan atauy Pong-

ndilan,

2 anclitiar hnrdsfﬂxikt ean bBagi Tuna Wnrga davasa
Tavupun anak yang sedang .ibinalﬁigﬂégg“anhaga Pow
adyarakatan. Penulitian ini diperlukan olsh Kepnla
lémhugn FemAqurukntun puta mamperlengkapl data Tu-
aa Warga dalan $OngRa PambSinagen, Sifataya Sancasd

pencaZuitan dan SeAtak aatara Tun % Harga YOG edeiin
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"hursangkutnn dengan masyarakat.
Pondelssan : Peneiltian ini dilnkukanlgpag permintaan Ke -

pala Lembnga'annayurmkatan, Jilka ada Tunan -

darga yang mempunynl leelainan sikop yang 4i -
duga Yorsumber gapd masfreraxat luar, Haka 8a-
lai Oispa mengadaleans Penzlitian Kemasvarakat-
an teriadap masyarniat Yang diperkirakzn ada
hubungannya,

Tujuan penelitisn bermaisud unbuk mencari da-
ta yang menyebabkan Tuna Warga tadi mempunyat
kelaioan siltap, Dengan data tadi Kepala Lem-
baga Pemasyarakatan berusaha menormalisasi st

kap Tuna Marga ryang bersangkutan.

3. Bahen p&rtimbangpn hnéi Kepala Lembagy Pemasyaralkatan
dalam ranpka proses asimilaui dan integrasi, S1fatnya
untulk melihat kemungledinan dapat tldaknya Tuna Warga mene

- Jalani proges asimilasi dan integrasi,” Panelitian 4ty
berupa data dart keluurganyn, masyarakat, termasuk ]
korban atau bekas misuhnya ‘dan finak«fihak lain yang
ada hubungannya.

Zoptedasan ¢ Yane Weasliilagh, antara lain : Se-
kolah, b. ..  melakukan {badah dan kegi-
atan-2 lain di) ~isbaga, serta cuti ku-

rang dari sabtu bulpn, stdang tempat ting -
galnya rms.  didalam Lombaga.

Yang fie: t int rpsi T ST O
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. T

sukolah atau helaric dan keglatun lain 4i
lusr Lemoaga, Bebas Lersyarat bagl annk na-

gord dan ¥arapidapry, Pembianzn monlelang

4
lopzs sutlak ( Proreiease Sreatment )y de-
ledel
ngen bertempal tingzal I'itdalam Lembaga. ©

. Wecpersizpkan pecgasulian 4zn pancungkaton anaik pada

kelusrsn Swasti

II. Measslucpsnraan. persidaaran dentan Cilink dain
1« Dengan Penpadilan dolam pnngks meacenftuken putisan
Halkdm. ;
2. Dengza D.P. P, dididem Lawbagze Pemosysrakatan uatule:
2, Fenormalisns: sliiop wribrdl Tuna Wargs.
, D Hunentukaq dapat tidnitnyn sesacorang Tuna Yarga
( cdewasna dnn-ans ) men)alani proses asimilasi .
dnn integrasi.
G Dapat tideolmyas Tunp Vergs Anak ditempacioon dalonm
pengasuhnn atau dlaagkalt annk oleh leluargs atou

periumpulan Swasta. ;

111, Hesveleagznsalnh Pembianan Bwaa Varea Luax Lemboen
1. Dasac Pembinaag ¢

. Pepbinaan didesarlkan kepada sikap dan kelaltan
klien, sesual dengan hasil penelitian kemasya-
rakatan yang pernch dibuat,
Jilka kesimpulan yang diperoleh darl penelitian
ity tidalk sesuni, muley pesbinaan didrsarkan
lkepada sikap dan kelskuan sesuai dengon kenya-

bﬂaﬂﬂrn N

W ow A
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©e Tukaijc Pepbisagg

Pambinaan dapat diselenggarslan deagan

Meaggunakon beaberaps tacam teknik, sesuat

dengzn depentingannya

. Hemanggil kllen wntuk dntang ke Balat
Zispa. Disint klian dibn:lsrri nasehat -dzm_
keglatan sesuad dengarn kamampunnﬁya. f J:”ﬂﬁv
dllea pn;lu dipangetil Juga oreng-2 yang
mempunynl sanglet paut dengan pembinnan
#lien tersobut, £t ndis f

b, Penbimbing Romuzyarakatan ;adéunjungi
Kien ditempnt tiaggalnya stau tompat
bekﬁrjadyn. dis5int anhiﬁhing Kemasyara-
Katan memperantikan keadoan runian tang-
ganya, Rehidupunnva dan lain-lain, i
Pard perhatian ing diperoleh bahan un-
tuk menyenmpurnakan pembinaan,

=19 '-‘*I;-rqgadn-'tr;_n komuntitast dangﬂr} klien mi-
sulnys ﬁenyurnti,_mnnulpun,'menulis o=
FRUGE dalam mefalah wituk Klien, lcipdnm
salam melalyd sesgorang dan sebagainys,

d. Hoayuruh klien melakulian sesuztu, pisal-
aye meayurulh lien menengok temasaya
Jang sakdlt, meényupuh klien mengikuti
kerja banpts kampungaya dan sedagalnya, . 7 ¥

L3 38 ”'H'I.J'_::l‘}nk kliﬂn berc"{re::‘si' A .
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3« Bentuk Pembinpnn

Famblannn perscorongsan dan pembinasn kelompoles

L, Uiud Pombinann

|
l

e Pondidikan Jasmani. ' ‘
b..Puﬂdidiﬂﬂﬂ Holthani |

- Ilmu pengetrhuan, i S '“:"ilﬁPTmL{j

- Kezordasan.

- Bugi pekerti / soral Pancasila.

- l=ggarmann,

= Dan lain=-1=-1ag Barokbianian.
5e Keyaiiban Membins @

Fihal-fihak yung iomagang peranan dalan pembi-
hu:n a1 Muar Lemboga sdolon :
1. Penbimbing Kbﬂlafn"ﬂiquhﬂ;
2. Knlusrzanya dan r

fhea Wil sty '
F» HnzvLrarat, ' : { .

3 tes o piag
Jilkn Tiga fiaak itw bermufekat bohwa pembim -
Bing ltmusvaralkntnn tidak purlu penyelenggara-
Sgan pambinoon terchadap kllﬂn, makes pembinpan
cukup diselenggeraliinn oleh fihak-fihak yane me-
ayenggupl. Disini pembimbing kemasyarakatan ha-

nyn mansowasliniya.

Spntuan Masyaralkat ¢
1. Idvdava Bogtusn ¢
Didalam masysrakat banvakh forhaxdap bzntuns vane bar -

guna bagi pelaksonzan tugus Balal 3ispa, antara lain:
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DEPAICTEMEN EEHAKIMAM 1L i
DIREKTORAT JENDERAL PEMASY ALAFEATAN . Jwurta, oy Mwel 1998 |
I 11, Veterun No. 11
Jakarta
i Kepada

No ~ :BE.PX.04,10 -~ 23 Yih,  Sdr. Kepala Kantor Wilaysh

Lamp 1 {oatc) bereas, Dep, Kehakitan

Perihul : Keputuson Menteri Kehukiman RI di

No, M.OT-PE.O4.10 Th 1998, dan Seluruh Indonesia

Umil Pepganghkatan P i |

Bersemu ini disampaikan dengan hormat Koputusan Mentori K:hnﬁ{immt R No.
M.O1-PK.04.10 Th 1998, tentmig Tugas, Kewajibon den Syarat-syarat bagi Pembimbing
Kem:[g;rmﬁknlm, unluk mendapatican perhatian dan pelaksanrannya .

Selanjutnya sehubungan dengsin Keputusan Mentori Feehakiman RI terzebut diatas,
Jdiminta kesediann Snudara sebagni berikul :

b Men,gmstru&mknn kopaca Kepaln BAPAS agar sogera mengusulkan para pelugas
DAPAS (baik FI?JBJJ:EI. etruktural maupun bukan pejabat m&ml} yang teizh memenuhi

pyarat a&hnmmmmn tr:n:'mh.m dalam poaal 4 .fyut (a) sampal dengan (g) Keputussn

Menteri Kohokunon I fersebu! dintas, yang seluma ini telah bertugas sebngal
Pombimbing Komasysrokatan (PK), wuatuk disngkat sebagai Pembimbing

Femuasyarakatun berdasarkon Keputusan Meateri Kehakiman RI Mo, M.01-PK.04.10 Th
1998,

[

Bilumana wilnyah kerju BAPAS teclampay luas @ada umurnnya BAPAS di luar Jawa), ¢

selingga lidak terjangkan oleh polugas BAPAS setempal, maka dimintn agar Saudars

memerintahian  KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN ying lokasioya mulit
dijangkau  oleh BAPAS, wnhdt mengusulkan 1 (satu) oreng pelugns LAPAS

.f‘RUTANJCIAB RUTAN tersebut yang memenuhi syorat untuk diongkat menjodi

Peobimbing Ha:nasyn:ﬂm:an, yung nantinya berfingsi melokeanakan tugrs BAPAS

yang berada di dalam wilnyah bidkum LMASMUTANJ’CAB RUTAN. -

Adapun prosedur pengusulan pengangkatan Pamblmbmg Knmnﬁ} arnkaian tﬂmebul sobagal

berikut ;

i Usul dibuat oleh Kepala Unit Polaksmna Teknis BAPAS ditujukan kepada Bapak
Menleri Kehakimaa RI cq Dircktur Jenderal Pemasysrokatan melalui Kepala Kentor
Wilayah Dop. Kehakiman.

b. Unulan oleh KALAPAS/KARUTAN/KACAB RUTAN disampaiken kepads Kepala
BAPAS untuk diteruskan kepuda Bapak Montori Kehakiman RI eq Direkhw Jenderal
Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor ';ﬁiinynh Dep. Kehakiman

¢. DBilamana usulan dori Kepala Unit Peleksmna Teknis Pomasyarakatan telah diterima

oleh Kepala Kanrdor Wilayah dan teloh disetujui, sgor gegera dissmpaikan kepndl

Bapuk Menteri Kehakiman I, cq Direltur Jenderal Pemasyarakatan,
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ol Usulan termebul dintey eger dieusun dalmn formulic seperti contoh teriampir, dengan
dilnmpiri. :
1. Folo Copy SK Kouaikon Pangkat terubhir,
2. Folo Capy DP 3 tahun ternkhir.
1, Pue Photo berwnms, waran 2em x Jem, sebwrynk 2 (dua) lemboer, dibaliloys ditulis
Nama don Nip yang bersangkulun, pae phote Serlatar belakang warna mersh,

Perlu kiranys disempaikan, babwa dalam mengusulkan psngang'aatan Pembimbing
Komusynrakatan tsrsebut cgar para Kepula Unil. Peluksana Teknis selnin memperhutikun
syarel-syarnt vang tertern dalam Keputusan Mntﬁuri_gglmklimm RI tereebut, diminta jugn
agar benar-bennr mempertimbangkim hal-hal vebagai berikut : L,..-:"

1. Petigas vang dinsulken memiliki karukter dan performance (citra) vang baik (tidak
tercela) G

(2]

Jumlsh Pembimbing Kemnsywrakatan yang divsulksn oleh Kepala BAPAS disssunikan
dengan kebutuhnn tugns-tugns BDAPAS yane hurps diselesaikcan (volume tugas), jengmn

——

rampai berlelithnm, o
e ——

Yung ciosullkan adaleh bennr-bonar petugne ysng mampu melaksannkan higna-tugia
pembunbingan, mesgnicun Litmas don wugas-higns BAPAS yeng lain.

Demikian ustuk menjudi perhution dan utas pelaksenasnrya dulem wakty segers,
leumi swmpuikan banyuk terima kasih,

Tembusan disnmpaiken kepada ;
L. Yth. Bp. Menteri Kohnkiman R
di Jekarta (scbagai lnpernn)
2, Yth, Ibu Saloetarie Jondernl Dop, Kebakimw R1
di  Jakartn
3. Yth, Sir. Kepula Bulai Pomusysrukatan
- di  Seluruh Indonesin
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NAMA  HEHDRIY Sy AT Mo
SEKOLAH : SR/ TAMRT
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : T:'E, TALGH L,'-_l.l_" el j:_].:j?_"] E ) 'k:{;{' GHEU p"l. tﬁ'E
CITA-CITA R b2 gy
= WS

Mincdalorm peahlian di bidang bt

Lengkapi beberapa pertanyaan dibawah ini dengan care menyilang jawaban yang

menurut leman-temun tepat:

|. Apakah selama ini teman-teman merasa senang mendopatkan bimbingan dari
petugas pembimbing dari BAPAS?
¥ Ya b. Tidak

2. Apakah selama menjalani bimbingan teman-teman mendapat perlakuan yang
baik dalam kata lain pembimbing itu subar atay menyayangi saudara sebagui
anak-anak?

£ Ya b. Tidak

3. Adaksah kegiatan selain bimbingan yang rutin atau biasa dilakukan oleh
BAPAS?

A Ya B. Tidak

Kalau jawabannya iya tolong seoutkun apa saja kegiten ite dibawal) ini:

..............................................................................

L L e L T T R Lt T

--------------------------------------------------------------------------------

4. Apakah teman-teman merasa ada perubohan pada diri teman-teman vang

meliputi tingkah laku, sifut, cars berfikir sete!sh melakukan bimbingan?
¥ Ya b. Tidak
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5. Apaksh dalum menjalani bimbingan yang selalu dilaksanakan BAPAS hal
yang sering dilakukan adalah?
¢ Petogas datang kerumuh,
;b'. Teman-teman datang ke Kantor BAPAS
6. Apakah teman-teman merasakan manfant yang didapat dari bimbingan
tersebut?
i Ya b. Tiduk

Tolong wulis'dengan singkat dan jelus!
Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawuh ini:

A pac L Resarion, | don, Wasiknxe |
Lok MM a8 . SeEalona

||||||||||||||||||||| isWintansas s radtenrnERnaardiarEATrAT TR T T

ak. Sude Sgdol | don | lagic | fmen,
“hodh  afong  Bagoce  bagr  (USO

afessarnanaassassras e L L e L L LR ]

Terima kasih
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NAMA . feri eko Susanto By mukans
SEKOLAH : SME Isfam 1 Rlitar kis 1
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : bliter (-32_ ¢!
CITA-CITA : Jad! Johs!

Lengkapi beberapa pertanyaan dibawah ini dengan cara menyilang jawaban yang

menurut teman-teman tepat:

I, Apaokah selama ini teman-teman merasa senang mendapatkan bimbingan dari
petugas pembimbing dari BAPASY
X Ya b. Tidak

Apakah selama menjalani bimbingan teman-teman mendapat perlakuan yang

bd

baik dalam kata lain pembimbing itu sabar atay menyayungi saudara sebagpai

anak-anak?
x Ye b. Tidak
3, Adskah kegintan selain bimbingan vang rutin atau biasa dilakukan oleh
BAPAS?
a. Ya X Tidak

Kalau jawalunnye iya tolong sehutkas apa saja kegitan i dibaswah ini:

L o R e e B e P

4. Apakah teman-teman merasa ada perubahan pada dini teman-teman yang
meliputi tingkah laku, sifat, cara berfikir setelah melakukan bimbingan?
X Ya b. Tidak |
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5. /.puksh dalam menjalani bimbingan yang sclulu diluksanakan BAPAS ha!
yang sering dilakukan adalah?
g. Petupas datang kerumzh.
J Teman-teman datang ke Kantor BAPAS
6. Apakah teman-teman merasakan menfaat yang didapat dari bimbingan
tersebut?
X Ya b. Tidak

Tolong tulis'dengan singkat dan jelas!

Pesan dan kesan selama mengikutt bimbingan di BAPAS dibawah iny:

G mirata Serany oencapat binbingon in. pergacahan
dari. Petugas BADAS kedri

T T I TE

Terima kasih

. s

(fert ko $)
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NAMA : Sareel Huda

SEKOLAH » S fve s . Rivtar
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Bltdar (e, tapq
CITA-CITA :

Lengkapi beberapa pertanyaan dibawah ini dengan cara menyilang juwaban yang

menurut teman-teman tepat:

|. Apakah selama ini teman-teman merasa senang mendapatkan bimbingan dari
petugas pembimbing dari BAPAS? g
b-Ya u, Tidak
2. Apakah selama menjalani bimbingan teman-teman mendapat perlakuan vang

baik dalam kata lain pembimbing itu sabar atau menyayangi saudara sebagal

anak-anak?
= Yo b. Tidak
3. Adakah kegiatan selain bimbingan yang rutin atau biasa dilakukan oleh
BAPAS?
a. Ya "¥. Tidak

Kalau jawabannys iya tolong sebutkan apa saja kegitan itu dibawah ini:

...............................................................................

4. Apakah teman-teman merasa ada perubahan pada diri teman-teman yang
meliput] tingkah laku, sifat, cara berfikir setelah melakukan bimbingan?
X Ya b. Tidak
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5. Apakah dalam menjaleni bimbingan yang selalu dilaksanakan BAPAS hal
yang sering dilakukan adalah?

#- Petugas datang kerumah.
. Teman-teman datang ke Kantor BAPAS

6. Apekah teman-teman merasakan manfeat yang didapat dari bimbingen

. tersebul?
xYa b. Tidak

Tolong tulis dengan singkat dan jeles!

Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawah ini:

Getelah keluor., a’_“bf\i LP- b k’lﬁ-n-ﬂh‘d‘:Lﬂﬂ

Lecekalak... hegeans.... oy Saya.wanrada..
Sanang. torena. Bedgrmadok. Sabkalah.....
B AT a2 1L SOOI ST U DL e -
Terima kasih

S e e g A P T T T

-
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NAMA . AL bk cRo
SEKOLAH LGl edT . MARGT

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : lfor— 17 - & - 1¢9°

i R e T
CITA-CITA II_..I;'..,...:C.———'FW;'} Eikal |5

Lengkapi beberapa pertanyaan dibawah ini dengan cara menyilang jawaban yang

menurnut teman-teman tepat:

1. Apakah selama ini teman-teman merasa senang mendapatkan bimbingan dari
petugas pembimbing dari BAPASY
A Ya b. Tidak

2. Apakah selama menjalani bimbingan teman-teman mendapat perlakuan yang

baik dalam kats lain pembimbing itu sabar atau menyayangi suudara sebagal

anak-anak?
X Ya b. Tiduk
3. Adakah kegiatan selain bimbingan yang rutin atau biasa dilakukan olch
BAPAS?
a.Ya K. Tidak

Kalau jawsbannya iya tolong sebutkan apa saje kegitan itu dibaweh ini:

--------------------------------------------------------------------------------

4. Apakah teman-teman merasa ada perubahan pada diri teman-teman yang

meliputi tingkah laku, sifat, cara berfikir setelah melakukan himbingan?

X Ya b. Tiduk \
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5. Apakah dalam menjalani bimbingan yang selalu diluksanakun BAPAS hul
yang sering dilakukan adalah?
a. Petugas datang kerumah.
SRtvs . Teman-teman datang ke Kantor BAPAS
6. Apaksh teman-teman merasakan manfaat yang didapat dari bimbingan
tersebut?
X Ya b. Tidak

Tolong tulis’dengan singkat dan jelas!
Pesan dan kesan selama mengikuti bimbingan di BAPAS dibawah ini:

i 1 .
yidak mclobukan 27 budto v leér

--------------------------------------------------------------------------------

ML U pep

“NIUE KT .-
T

Terima kasih
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